
  

 

 

WALIKOTA PANGKALPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG 

NOMOR 36 TAHUN 2020 

TENTANG  

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 

DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PANGKALPINANG, 

 

Menimbang :  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat : 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

a. 
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c. 
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2.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

bahwa guna melaksanakan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status 

Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di 

Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah 

melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum 

memberikan layanan publik tertentu; 

bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari 

penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, setiap 

pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di 

Kota Pangkalpinang wajib mendaftarkan diri pada Kantor 

Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 

tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada 

Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak; 

bahwa  berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan 

Publik Tertentu; 
 
 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) Undang-Undang 

Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang 

Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara 

RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

3. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
4. 

 
 
 

 
 

5. 

 
 

 

6. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

7. 

 
 

 

 
 

8. 
 

 
 
 

9. 

 

 

Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam 

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1821); 

Undang-Undang Nomor  6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4999); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 4033); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5357); 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, 

Nomor 221); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan: 
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Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 

tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan Pencabutan 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1466); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian 

Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1956); 

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang 

Tahun 2016 Nomor 18); 

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 35 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2018 Nomor 35); 

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah 

Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang 

Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang 

Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur 

Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang 

(Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 62); 

    

 

MEMUTUSKAN: 
 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM 

PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang. 



2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
 

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang. 
 

4. Wajib   Pajak   adalah   orang   pribadi   atau   Badan,   

meliputi  pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 

pajak, yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  

sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau 

badan usaha,  baik yang berbentuk  badan  hukum  

maupun  bukan badan   hukum   yang   didirikan   dan   

berkedudukan   atau  melakukan  kegiatan  dalam wilayah  

hukum  Negara Republik Indonesia, baik   sendiri   

maupun   bersama-sama   melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi. 
 

6. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan 

layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan 

status Wajib Pajak. 
 

7. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 

pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan 

publik tertentu pada Perangkat Daerah. 
 

8. Layanan Publik Tertentu adalah layanan perizinan dan 

non perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 

kepada Masyarakat. 
 

9. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat 

NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 
 

10. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disingkat KPP, 

adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak 

Kementerian Keuangan yang berada I bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama. 
 

11. Pajak adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat 

Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan, yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3). 

 

 



Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai 

pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak. 
 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah: 

a. untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan 

b. untuk meningkatkan pendapatan daerah dari 

penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan. 

 

BAB II 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 
 

Pasal 3 
 

(1) Konfirmasi  Status  Wajib  Pajak  dilakukan  oleh  Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja sebelum memberikan layanan publik tertentu 

dalam hal ini yaitu layanan perizinan dan non perizinan di 

Kota Pangkalpinang. 
 

(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. sistem informasi pada Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang 

terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat 

Jenderal Pajak; atau 

b. aplikasi yang  telah  disediakan  oleh  Direktorat 

Jenderal Pajak. 

 

Pasal 4 

 

(1) Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan 

oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3  ayat (2), Direktorat Jenderal Pajak dapat 

memberikan keterangan status Wajib Pajak. 

(2) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memuat status valid atau tidak valid. 

(3) Keterangan  Status  Wajib  Pajak yang  memuat  status  

valid sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  diberikan  

dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan: 

a.  nama wajib pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam 

sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan 

b. telah menyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

untuk 2 (dua)   Tahun   Pajak   terakhir  yang   sudah   

menjadi kewajiban  Wajib  Pajak  sesuai  dengan  

ketentuan  yang berlaku. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status 

Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), layanan perizinan dan non 

perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dapat diberikan. 

 

 

 



 

(5) Terhadap   Wajib   Pajak   yang   tidak   memenuhi   

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan 

keterangan status Wajib Pajak yang memuat status tidak 

valid. 

Pasal 5 

 

(1) Dalam  hal  Konfirmasi  Status Wajib  Pajak oleh  Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2) tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan 

permohonan untuk mendapatkan  Keterangan Status 

Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. 

 

(2) Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status 

Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, Direktorat 

Jenderal Pajak dapat memberikan Keterangan Status 

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk 

mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke Kantor 

Pelayanan Pajak dengan melampirkan Keterangan Status 

Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.  

 
 

 BAB III 

PENUTUP 
 

  Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang. 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 9 Juni 2020 

WALIKOTA PANGKALPINANG, 

 

        dto 

 

MAULAN AKLIL 
 

Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 9 Juni 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA PANGKALPINANG, 

 

            dto 

 

RADMIDA DAWAM 

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 36 

 


